BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER -
’ DAYA AIR KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,
Menimbang :a. bahwa dalam rangka mel e an Peratur

Menteri Pendaya At lﬂe a an R asi

Birokrasi Republi onesia| Nomeor 2 tentang

Sistem Kerj i Penyederhanaan

Bir i d s at ¢ Peraturan Daerah

ten r (Nor 1 un 2022 tentang Perubahan

er Daer. omor 3 Tahun 2016 tentang

ty Susunan Perangkat Daerah, perlu

eta eraturan Bupati Jember tentang Kedudukan,

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

€kerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten

Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur

organisasi perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan
birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur

(Berita' Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja



Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi
Nomor 6801); i
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang atur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indo Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Ne epublik Indonesia
Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor AZL & Pemeri an
Daerah (Lembar 82 publ TahtGn 2014
Nomor 244, ﬁﬁ = L lik Indonesia
Nomor ebagaima € €berapa kali, terakhir
dang U i o Tahun 2015 tentang
1 aj Ana fatas L g-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ftang| P T ritah Daerah (Lembaran Negara Republik
Inddnesia 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
onesia Nomor 5679);

ran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 684 1);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor ;187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 nomor 63, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang

it




10.

11.

12,

14.

15,

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 68, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratura
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Inderesia
Tahun 2021 Nomor 186);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daer eri gara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 778¢b telah diubah
dengan Peraturan Menteri - ri120 Tahu 8
tentang Perubah r e 11 Nomor
80 Tahun 2 ta %9 K e ukum Daerah
(Beri puhklik Indgnesi 18 Nomor 157);
exi|D a.t N;ge ;i or 99 Tahun 2018 tentang
exq Pengendah Penataan Perangkat Daerah
erits ik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
erdtyr, eri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
eformasi-Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021
g Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja
pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Nomor 1).




Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER
DAYA AIR KABUPATEN JEMBER.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.

2. Bupati adalah Bupati Jember.

3. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Jember.

4. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber D Air
yang sclanjutnya disebut Dinas adalah Din kerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air ten Jember,

S. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-Peker] Umum Bina
Marga dan Sumber Daya Air t e

6. Sekretaris adalah Se i nas j Umum_Bifia
Marga dan Sumb i a 1

7. Kepala Bi al epglp | Bidang -Bi erjaan Umum
Bin d al Al ten Jember.

8 Eﬁlg i K ubbagian Dinas Pekerjaan

1m|Bi g r Daya Air Kabupaten Jember.
abatan 10N dalah sekelompok jabatan yang berisi

n jii < § berkaitan dengan pelayanan fungsional yang

T an pada keahlian dan keterampilan tertentu.
.Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah UPTD Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

12. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
Kabupaten Jember.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Jember.

14. Himpunan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut HIPPA
adalah kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah
petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada
tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani pemakai
air sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal
pengelola air irigasi.




BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Bagian kesatu
Kedudukan
Pasal 2

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di
bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

" (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang bina marga dan sumber daya air.

- (4)Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) menyelenggarakan fungsi :

a.

. pelaksanaan rehabili

perumusan  kebijakan dalam penyusunan program
penyelenggaraan infrastruktur jalan, jembatan, bangun
pelengkap jalan, dan pengembangan sumber daya ai erupa
jaringan irigasi dan bangunan pelengkap lainnyas
pelaksanaan pembangunan infras f] , jembatan,
saluran drainase, jaringan irigasj an pelengkap
lainnya;

lih infras
ainase,” § ifigasi dan

jalan, jemba

bangun

; engendalian terhadap
ififrastruktur jalan, jembatan,

irigasi dan bangunan pelengkap

ramn inase,| jar

yd,
erjdat! pengendalian, pengawasan, dan rekomendasi
rhadap pemanfaatan aset infrastruktur kebinamargaan dan

sumber daya air di luar fungsinya; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi serta tugas pembantuan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas terdiri atas :

a.

Sekretariat, terdiri atas :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat (URC), terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;

Bidang Jembatan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
Bidang Koordinasi dan Pembinaan Teknis Infrastruktur,
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;




¢. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional;
f. Bidang Data dan Aset Infrastruktur, terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional,;
g. Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.
{2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
.(4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 4
(1) Sekretariat sebagaimana dim ayat (1) h
4, mempunyai tuga P Dinas am
melaksanakan pe orfiing enlyi fiyusunan,
penatau Y keua ) ah tangga dan
aset rdinagikaan| penyel tugas Dinas serta
& i Sda tekni administratif kepada Kepala
ings| |d 1 di lingkungan Dinas, serta
yang diberikan Kepala Dinas.
AZ akan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
e 1at, mempunyai fungsi:

penghimpunan bahan pelaksanaan program kerja dari
bidang-bidang guna penyusunan laporan tahunan;

b. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan
tugas-tugas bidang secara terpadu;

c. pendistribusi tugas kepada bidang sesuai tugas dan
kewenangannya;

d. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan program
kegiatan Dinas;

e. penghimpunan dan pengkoordinasian penyusunan data
informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan

. Dinas;

f. penyelenggaraan analisa kebutuhan barang, analisa
kebutuhan pemeliharaan barang;

g pengelolaan dan pemeliharaan barang inventaris dinas,
inventarisir barang, pengamanan serta pemanfaatan barang
yang dikuasai oleh Dinas;



h. Pelaksanaan urusan administrasi umum, penatausahaan
keuangan dan barang, penyelenggaraan urusan rumah
tangga dinas, perjalanan dinas, keprotokolan dan hubungan
masyarakat;

i. Pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja
Dinas;

j. Pengelolaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; dan

k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5§

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud

dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaar
pengiriman dan pendistribusian surat;

b. menyiapkan bahan penggandaan naska dinas dan

pengelolaan kearsipan dinas;

menyiapkan bahan penyelenggargz

melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan
pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian
peralatan/perlengkapan kantor;

h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan
perlindungan aset/barang milik daerah; dan

i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan
kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian
lainnya;

j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris.

Paragraf 2
Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Pasal 6

Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai
tugas:




a. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan
tahunan Dinas;

b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
data informasi Dinas;

c. melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data pada
system informasi perencanaan dan pelaporan daerah;

d. melaksanakan pengumpulan bahan dan pengkoordinasian
penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan
pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Dinas
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e. melaksanakan koordinasi penyusunan dan pengumpulan
perjanjian kinerja lingkup dinas;

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;

g menyiapkan bahan dan pengkoordinasian penyusunan
rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran;

h. melaksanakan pengelolaan anggaran belanjg 12 gsung,

belanja tidak langsung, penerimaan retribusi yang menjadi

kewenangan dinas; ‘
melaksanakan koordinasi

biit data pada

Avi b 24che
= - 3’

anggungjawaban

administrasi

ahan-dan pengkoordinasian rekonsilisasi data
gam secara periodik dengan perangkat Daerah yang
aksanakan fungsi penunjang keuangan;

mienyiapkan bahan monitoring realisasi penerimaan dan
pengeluaran;

o. mengumpulkan bahan, pengkoordinasian dan
menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;

P- melaksanakan Koordinasi dan penyusunan laporan
keuangan;

q. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

Bagian Kedua
Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat (URC)

Pasal 7

(1) Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat (URC) sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas
melaksanakan tugas merencanakan, membangun / meningkatkan




serta memelihara jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya serta

tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Jalan dan Unit Reaksi Cepat (URC) mempunyai fungsi
meliputi :

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan
program, kegiatan, dan estimasi biaya pelaksanaan
pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan di
bidang infrastruktur jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya;

b. penelitian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan, dan
pengawasan kegiatan, pembangunan dan/atau peningkatan
infrastruktur, serta rehabilitasi dan/atau pemeliharaan
infrastruktur jalan dan Bangunan Pelengkap Lainnya;

. pelaksanaan Survey, Pemotongan dan Perempesan Pohon;

- pelaksanaan Reaksi Cepat Penanganan kondisi Darurat dan
atau penanganan Bencana Alam yang mengakibatkan
kerusakan Infrastruktur Jalan, Jembatan dan Sumber Daya
Air;

€. pengevaluasian dan pelaporan kegiatang pembangunan

dan/atau peningkatan infrastrukhur; ﬁ fth rehabilitast
dan/atau pemeliharaan infrastrukguf \jdldlf |dan Bangunan
Pelengkap Lainnya; dan 1

a0

f. penyusunan lapors unga
tugas.
n lle i
i g-Jémbatan
Pasal 8
embatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1)

~€; mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan

peribangunan dan rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan,

pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan. serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bidang Jembatan mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka
penyusunan estimasi biaya pelaksanaan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi, dan/atau pemeliharaan jembatan;

b. pelaksanaan kegiatan pembangunan, peningkatan,
rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan dengan
ketentuan bentang diatas 2 (dua) Meter;

C. peneliian dan pengkajian dokumen teknis, pembinaan,
pengendalian, dan pengawasan kegiatan pembangunan,
peningkatan, rehabilitasi dan/atau pemeliharaan jembatan ;

d. pembinaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan
kegiatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi dan/atau
pemeliharaan jembatan; dan




e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Bagian Keempat
Bidang Koordinasi dan Pembinaan Teknis Infrastruktur
Pasal 9

(1) Bidang Koordinasi dan Pembinaan Teknis Infrastruktur
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1} huruf d,
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pembinaan
terhadap Teknis Infrastruktur baik dalam kebinamargaan dan
sumber daya air serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang' Koordinasi dan pembinaan Teknis Infrastruktur
mempunyai fungsi :

a. penyiapan pedoman baik teknis maupun pelaksanaar
pembangunan teknis infrastruktur;

b. pelaksanaan kegiatan pengkoordinasian dapn—~pembinaan
pembangunan/pemeliharaan teknis infras

c. monitoring, pengendalian, dan _p&nge
pembangunan/pemeliharaan-tek

d. penyusunan laporan_pefte iy

sian kegiatan
r; dan
3, a1as pel BRriaarn

ayd Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 3

€, mempunyai tugas :

eldksanakan pengelolaan terhadap pembangunan dan
rehabilitasi jaringan irigasi dan Sungai;

b. menyusun strategi kebijakan operasi dan pemeliharaan,
perencanaan, pelaksanaan penyediaan air irigasi dan Daerah
Aliran Sungai (DAS);

c. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,
saluran pembuang, dan bangunan pelengkapnya;

d. merencanakan dan menetapkan tata tanam;

e. melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan, dan
evaluasi terhadap Masyarakat/HIPPA kegiatan irigasi tersier
dan penyuluhan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi meliputi :

a. penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka

penyusunan program, kegiatan, dan estimasi biaya




pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,
drainase, serta bangunan pelengkapnya;

pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi,
Saluran Pembuang, Sungai, serta bangunan pelengkapnya
dan;

pengawasan, pengendalian, pembinaan, dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan
irigasi, Saluran Pembuang, Sungai, serta bangunan
pelengkapnya;

pemantauan dan identifikasi dampak serta manfaat
pembangunan dan rehabilitasi sumber daya air dan
lingkungan,;

penyusunan program operasi dan pemeliharaan jaringan
irigasi, Saluran Pembuang, Sungai, dan bangunan
pelengkapnya;

pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi
Saluran Pembuang, Sungai, dan bangunan pelengkapnya:
perencanaan dan penetapan Rencana Tata Tafiam dan
pembagian air irigasi;

perencanaan dan pelaksanaan penyedi igasi;
pembinaan, pengawasan, dar operasi dan
lengkapnya;

pemeliharaan jaringan jrigasi Y
pengelolaan hidro .ﬁ -iE, =tifsg

pengendalian

ran-ifiventarisasi jaringan irigasi yang dikelola oleh

masyardks t/HIPPA;

pényusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keenam
Bidang Data dan Aset Infrastrulktur
Pasal 11

(1) Bidang Data dan Aset Infrastruktur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

a.

melaksanakan tugas penylapan data perencanaan aset
infrastruktur kebinamargaan dan sumber daya air yang
menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Jember;

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang Data dan Aset Infrastruktur mempunyai fungsi meliputi :

a.

b.

penginventarisasian aset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya air;

pemuktahiran data aset infrastruktur bidang kebinamargaan
dan sumber daya air secara berkala;




c. pclaksanaa;l kegiatan pengadaan tanah dalam rangka
pelaksanaan pembangunan dan/atau peningkatan
infrastruktur yang menjadi kewenangan dinas;

d. penyiapan Rekomendasi teknis kajian Bangunan Pelengkap
Jalan, Pemotongan/Perempesan Pohon, Pemanfaatan Aset
Infrastruktur;

€. penginventarisasian dan  Pemuktahiran data  Aset
Infrastruktur; dan

f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.
Bagian Ketujuh
Bidang Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi
' Pasal 12

'(1) Bidang ‘Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi sebagaimana
dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugg
melaksanakan tugas di bidang alat berat dan laboratsfium
konstruksi serta tugas lain yang diberikan oleh KepalerDinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bidang : Alat Berat dan Laboratorium
fungsi meliputi :

a. penyusunan rencang

laboratorium kormStmiks
Dinas; f '
e axsanag ata z |

> aan dan alat berat dan
serta tata usaha

] pengadaan, pembinaan, penggunaan,

penggridangan, serta pemeliharaan kendaraan dan alat berat;

d.~Pelaksanaan pengadaan, pembinaan, penggunaan, dan
pemeliharaan sarana prasarana dan bahan laboratorium
konstruksi;

€. penyiapan perbekalan Operasional untuk penyusunan alokasi
serta pengaturan pendistribusian kendaraan dan alat berat;

f. pemrosesan peminjaman penggunaan kendaraan dan alat

berat bagi perorangan/badan usaha dan jasa usaha pengujian

konstruksi di laboratorium konstruksi;

penataan dan perbaikan kendaraan, alat berat dan sarana

prasarana laboratorium konstruksi; dan

penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

R
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BAB IV
UPTD
Pasal 13

(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.




(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) UPTD dibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.

(4) Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian
Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala UPTD.

(5) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas
dan fungsi UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional memiliki tugas memberikan
pelayanan fungsional Dberdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam a;
(1), terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilan yang pengangk ya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-und

(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsio e imana dimaksud
pada ayat (1) ditentukan berd e yang did i
atas analisis jabatan dan .

(4) Tugas, jenis, d jenfi) lomp ngsional
sebagaim Su a 1 ngan ketentuan
pera rundang- mengatur jabatan

on él-r jan
15
(A) ) atan Fungsional dalam melaksanakan tugas

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang
éngatur jabatan fungsional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu
dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan
dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Pejabat Fungsional dapat ditunjuk sebagai ketua tim sebagaimana
dimaksud pada ayat 3 huruf (a) yang ditugaskan oleh pimpinan
unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian
sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan
kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan
penugasan Kkelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.




BAB V
TATA KERJA
Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan funginya, Kepala Dinas,
Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, dan Kelompok
Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-
masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah
sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(8) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannys

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti~ dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab padd™ atasannya
masing-masing serta menyampaikan lapordn-iberkala tepat
waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima_oleh ¢ ﬂ .
dan bawahannya wajib_di N ' A

uan organisasi
sebagai bahan

untuk penyusunar 1 . niémberikan
petunjukkl. . L

(6) Dalam efiyan

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari
Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, diangkat dan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang
memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
ESELON JABATAN
Pasal 18

(1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon IIb atau Jabatan
" Pimpinan Tinggi Pratama.




(2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon Illa atau Jabatan

Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon IlIb atau Jabatan
Administrator.

.(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan
Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan
Eselon IVb atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 19

Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20
{1) Peratura.n Bupati ini mu1a1 dilak kelh pé '\_*I saat dilakukan
pengisian pejabat sesus ; ‘ :’ eratul Bupati __im
berdasarkan ketentya: X dal .4! dangerr” yang

berlaku.
a]5

~ Vy): gas dan fungsi
6 | HoboT36 Tahun 2021 tentang
isasl, Tugas dan Fungsi serta Tata
um Bina Marga dan Sumber Daya Air
sampai dengan dilaksanakannya pengisian
ngan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai

(2) Pejab
- el :ld‘: ”

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Jember Nomor 116 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember (Berita
Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 116), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.




Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 4% Felbruar 2023

BUPATI JEMBER,

ttd
Diundangkan di Jember
pada sargE~a® Tebruart 2023
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